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ABSTRACT 
The accelerating pace of climate change has prompted many countries to reduce carbon emissions 
through carbon farming. Carbon farming plays a crucial role in climate change mitigation by 
absorbing carbon while also offering economic benefits to farmers. This study aims to examine the 
mechanisms of carbon farming practices within the framework of agrarian reform. A descriptive 
qualitative method was employed, collecting data from relevant regulations, scientific papers, and 
activity reports. Carbon farming is implemented through agroforestry, forest land farming, and 
environmentally friendly mixed farming. Land designated for carbon farming can be granted rights 
according to the type of subject. On a large scale, communal carbon farming or partnerships with 
private companies through nucleus-plasma schemes provide direct financial benefits. Meanwhile, 
small-scale carbon farming enhances soil fertility and promotes sustainable agriculture. Although 
carbon farming has yet to fully benefit farmers, it holds potential as part of a sustainable farming 
movement and land conservation efforts. Sustainable farming aligns with agrarian reform by ensuring 
the continuous use of land. Therefore, farmers involved in agrarian reform can also reap the rewards 
of carbon farming. 
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INTISARI 
Percepatan perubahan iklim global mendorong banyak negara untuk mengurangi emisi karbon 
melalui praktik pertanian karbon. Pertanian karbon berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim 
dengan menyerap karbon sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Kajian ini 
bertujuan menelaah mekanisme pelaksanaan pertanian karbon oleh masyarakat dalam kerangka 
reforma agraria. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dari 
peraturan terkait, tulisan ilmiah, dan laporan kegiatan. Pertanian karbon dilakukan melalui 
agroforestri, pertanian lahan hutan, dan pertanian campuran yang ramah lingkungan. Lahan untuk 
pertanian karbon dapat diberikan hak sesuai subjeknya. Skala luas pertanian karbon yang dikelola 
secara komunal atau melalui kerja sama dengan perusahaan swasta menggunakan pola inti-plasma 
dapat memberikan keuntungan langsung. Sementara itu, pertanian karbon skala terbatas 
bermanfaat bagi kesuburan tanah dan pertanian berkelanjutan. Meskipun pertanian karbon belum 
memberikan manfaat besar bagi petani, konsep ini dapat menjadi bagian dari gerakan pertanian 
berkelanjutan dan pemanfaatan lahan secara lestari. Pertanian berkelanjutan relevan dengan 
reforma agraria, yang bertujuan menjamin pemanfaatan lahan secara terus menerus, sehingga petani 
peserta reforma agraria juga dapat memperoleh manfaat dari praktik pertanian karbon. 
Kata Kunci: Perubahan Iklim, Perdagangan Karbon, Pertanian Karbon 

 

A. Pendahuluan 

Laju perubahan iklim (climate change) dewasa ini memberikan dampak negatif 

bagi kehidupan manusia dalam bentuk bencana iklim (climate disaster) yang belum 

pernah atau jarang sebelumnya (Siswanto dkk., 2016). Bencana iklim di Indonesia 

sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 1.675 kejadian bencana hidrometeorologi 

(Mochamad & Sukadri, 2023). Selain bencana iklim tersebut, perubahan iklim juga 

menyebabkan meningkatnya wabah penyakit, berkurangnya ketersediaan air tawar, 
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rusaknya ekologi dan habitat penting serta menurunnya produksi pertanian 

(Iskandar, 2022).  

Upaya mengatasi perubahan iklim paling utama adalah dengan menekan emisi 

karbon serta gas rumah kaca lainnya (Danendra & Mujiburohman, 2022). Tindakan 

masyarakat dunia untuk memerangi perubahan iklim adalah melakukan komitmen 

bersama melalui Perjanjian Paris 2015 yang bekerja sama dengan badan PBB 

bernama United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

(Trihusodo, 2021). Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut melalui pengesahan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the 

United Nations Framework Conuention on Climate Change (Persetujuan Paris atas 

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) 

(Junarto, 2023). Melalui perjanjian tersebut Indonesia menetapkan komitmen 

nasional (Nationally Determined Contribution) untuk menurunkan emisi gas rumah 

kaca (Septyanun dkk., 2023). 

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara 

Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 

Peraturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan nilai ekonomi karbon 

(Mulyani & Octalica, 2023). Nilai ekonomi karbon merupakan bentuk mitigasi 

perubahan iklim dengan cara menurunkan konsentrasi gas karbon (CO2) dan gas 

rumah kaca di atmosfer bumi (Raihan dkk., 2021; Priyambodo, 2022). 

Salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk mitigasi peningkatan gas 

rumah kaca dan perubahan iklim adalah perdagangan karbon (carbon trading) 

(Anggraini dkk., 2023). Perdagangan karbon merupakan suatu mekanisme pasar 

dengan tujuan mengurangi emisi gas karbon dan rumah kaca melalui kegiatan jual 

beli (Samasta, 2023). Sistem perdagangan karbon memungkinkan negara-negara 

penghasil emisi gas rumah kaca dan negara-negara penyerap karbon melakukan jual 

beli kredit karbon (Jia, 2020; Lin, 2019; Wang, 2022; Wang, 2020; Xuan, 2020).  

Perdagangan karbon harus bersifat adil yang manfaatnya harus dirasakan oleh 

generasi akan datang dan oleh masyarakat di daerah (Prihatiningtyas dkk.., 2023). 

Objek perdagangan karbon adalah sertifikat kredit karbon yang menyatakan telah 

dilakukan upaya pengurangan/penurunan emisi di udara melalui kegiatan 

pengurangan emisi karbon. Perdagangan karbon bersifat win-win solution karena 

berhasil mengakomodir kepentingan lingkungan dan ekonomi (Azizi, 2023). Apabila 

perdagangan karbon dijalankan, maka negara akan memperoleh keuntungan 

melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Irama, 2020). 

Perdagangan karbon membentuk sebuah pasar karbon dimana perusahaan 

penghasil emisi dapat membeli kredit karbon (ICDX Group, 2024). Meskipun pasar 

karbon di Indonesia telah terbentuk tetapi masih perlu dikuatkan dengan ketentuan 

mekanisme transaksi karbon (Ariyanti dkk., 2024). Menurut Djaenudin dkk. (2016) 

mekanisme transaksi yang jelas akan menggairahkan pasar karbon dalam bentuk 

peningkatan volume perdagangan karbon. 
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Pengalaman di China dalam penerapan pasar karbon masih memerlukan 

koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembagian keuntungan yang jelas 

di antara pihak-pihak yang terlibat, inovasi produk dan profesionalisme pelaksana di 

lapangan (Zhou & Li, 2019) serta intensitas sosialisasi kepada pihak swasta (Yi, dkk., 

2020). Selain itu dari segi bisnis, pasar karbon membutuhkan dukungan lembaga 

keuangan dan perdagangan saham serta jaminan hutang (Zhang dkk., 2020).  

Salah satu bentuk nyata dari perdagangan karbon adalah pertanian karbon 

(carbon farming). Pertanian karbon sangat efektif dalam mitigasi perubahan iklim 

(Tariq dkk., 2023) tetapi sekaligus memiliki potensi usaha yang menguntungkan bagi 

negara dan masyarakatnya (Sharma dkk., 2021). Pengertian pertanian karbon adalah 

berbagai penggunaan lahan dan praktik pengelolaan lahan yang dirancang untuk 

mengurangi emisi dari kegiatan pertanian, atau menyerap karbon di penyerap alami 

seperti tanah dan vegetasi (Smith dkk., 2008). Secara prinsip pengusahaan pertanian 

karbon adalah usaha tani yang menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang didukung 

teknologi dengan memperhitungkan satuan karbon yang dihasilkan (Dumbrell dkk., 

2016). Bentuk pertanian karbon tidak mengarah pada suatu jenis komoditi pertanian 

(monokultur) tetapi dapat juga dalam bentuk berbagai jenis tanaman (polikultur) 

bahkan dimungkinkan berbagai usaha sektor pertanian (mixed agriculture). 

Pertanian karbon memberikan keuntungan bagi petani pelaku usaha tergantung 

pada sistem pertanian, lokasi dan praktik budidaya (Tang dkk., 2016). Usaha 

pertanian karbon memberikan keuntungan ekonomi secara langsung berdasarkan 

nilai tangkapan karbon (sekuestrasi karbon) yang diperdagangkan (Grimaud & 

Rouge, 2014) dan secara tidak langsung melalui manajemen pengelolaan lahan yang 

ramah lingkungan (Li & Martino, 2024; Baumber dkk., 2019).   

Reforma agraria digulirkan pemerintah Indonesia sebagai salah satu program 

untuk meningkatkan kesejahteraan para petani melalui fasilitasi akses ke sumber 

daya alam dan keuangan/modal (Arisaputra, 2016; Junarto & Djurdjani, 2020; 

Pujiriyani, 2022). Kegiatan reforma agraria sangat relevan dengan pertanian karbon 

yaitu melalui larangan pemindahtanganan dalam jangka waktu minimal 10 tahun 

yang dapat menekan laju perubahan penggunaan lahan sehingga pertanian karbon 

dapat berjalan efektif (Pahlevi dkk., 2020). Menilik dari latar belakang dan ruang 

lingkup, pertanian karbon yang terintegrasi dengan reforma agraria berpotensi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian ramah 

lingkungan dan efektif (Shie & Maulana, 2024).   

Kesenjangan utama yang diidentifikasi dari latar belakang penelitian ini 

mencakup kurangnya mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan pasar karbon di 

Indonesia, minimnya sosialisasi kepada petani mengenai pertanian karbon, serta 

belum adanya bukti nyata bagaimana integrasi pertanian karbon dan reforma 

agraria dapat menguntungkan petani dengan lahan terbatas (Li & Martino, 2024; 

Baumber dkk., 2019; Shie & Maulana, 2024). Hal ini menciptakan peluang untuk 

penelitian lebih lanjut (termasuk kebaruan dari penelitian ini) dalam mengeksplorasi 

bagaimana kebijakan pertanian karbon dapat diimplementasikan secara efektif dan 

memberikan manfaat yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 
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Pertanian karbon dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan reforma agraria 

perlu dipelajari melalui pertanyaan masalah yaitu bagaimana pertanian karbon 

dapat memberikan keuntungan bagi petani dengan lahan terbatas dalam kerangka 

reforma agraria. Pertanyaan masalah tersebut akan menggali jawaban mengenai 

proses bisnis pertanian karbon yang dapat memberikan keuntungan bagi petani 

dengan lahan terbatas. Hal ini sangat penting sebagai masukan untuk pelaksana 

program agraria dalam mengintegrasikan pertanian karbon ke dalam kerangka 

reforma agraria.  Kajian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme pelaksanaan 

pertanian karbon oleh masyarakat dalam kerangka reforma agraria. 

 

B. Metode Penelitian 

Kajian mengenai pertanian karbon dalam kerangka reforma agraria merupakan 

kajian lintas disiplin ilmu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan keterkaitan data kualitatif yang terkumpul 

yang berasal dari studi pustaka dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 

(Creswell, 2016). Data kualitatif berasal dari jurnal ilmiah, artikel-artikel terkait serta 

peraturan-peraturan terkait dengan substansi permasalahan. Data kualitatif yang 

terkumpul, kemudian diidentifikasi pelaksanaan dan menggambarkan proses bisnis 

pertanian karbon. Hasil analisis persoalan pertanian karbon kemudian dikaitkan 

dengan ketentuan peraturan terkait bidang agraria dan secara khusus menyoroti 

keterkaitan dengan program reforma agraria. Selanjutnya penulis melakukan studi 

pustaka mengenai kelayakan secara ekonomis mengenai usaha pertanian karbon 

yang dijalankan oleh petani kecil dalam rangka kegiatan reforma agraria dan potensi 

pengembangan kegiatan usaha pertanian karbon yang berdampak positif bagi 

kemakmuran masyarakat. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

C.1. Proses Bisnis Pertanian Karbon dalam Kerangka Reforma Agraria 

Kegiatan pertanian karbon tidak lepas dari kerangka perdagangan karbon. 

Secara konsep, pertanian karbon mengusahakan tanah untuk ditanami berbagai 

jenis tumbuhan untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon. Satuan 

perhitungan karbon adalah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau carbon pricing yang 

didefinisikan sebagai nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan 

dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. NEK merupakan nilai ekonomi dari 

jumlah karbon yang diserap dalam bentuk kredit karbon, pajak karbon, insentif 

fiskal, atau format lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Komoditi karbon yang 

dihasilkan dapat digolongkan komoditi jasa lingkungan (environmental service 

commodities).  

Pertanian karbon merupakan bagian dari sistem perdagangan karbon yang 

didefinisikan sebagai sistem pertanian yang menghasilkan karbon sebagai komoditi 

jasa lingkungan. Bentuk pertanian karbon memiliki variasi penerapan sesuai 

karakteristik ekosistem serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 



126 Hadi Arnowo, Diversifikasi Usaha untuk Keberlanjutan Lingkungan dalam Kerangka Reforma Agraria melalui 
Pertanian Karbon 

Pertanian karbon dapat diusahakan oleh masyarakat dan swasta dengan pembinaan 

dari kementerian terkait.  

Jenis pertanian karbon yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

a) Agroforestri (wanatani). Sistem agroforestri memadukan konsep pengelolaan 

tumbuhan hutan (woods) dengan tanaman pertanian (crops) dalam satu 

hamparan. Pengertian agroforestri menurut Huxley (1999) dalam Hairiah dkk.. 

(2003) mengacu pada sistem penggunaan tanah yang menggabungkan tanaman 

kayu (woods) dan tanaman budidaya (crops) secara bersamaan (mixed crop) 

atau berurutan (sequential crop) pada unit lahan yang sama. Sistem 

penggunaan tanah dalam agroforestri harus terbentuk interaksi ekologis dan 

ekonomis antar komponen agroforestri sehingga menghasilkan berbagai 

produk secara berkelanjutan serta meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi 

dan lingkungan bagi semua pengguna lahan. Contoh usaha agroforestri yang 

disebut dengan repong di wilayah Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi 

Lampung. Masyarakat mengusahakan hutan damar milik masyarakat dengan 

diselingi komoditi tanaman ekonomis (cash crops) baik setahun maupun 

tahunan seperti aren, pisang, dan sebagainya. 

b) Pertanian lahan hutan (woodland agriculture). Konsep jenis pertanian ini adalah 

menumbuhkan hamparan tanah hutan dengan berbagai vegetasi. Di atas areal 

ini tidak ditanami tanaman komoditi yang bernilai ekonomi melainkan 

tumbuhan hutan yang memiliki tajuk (kanopi) tinggi dan tumbuhan lain sebagai 

penutup lahan. Jenis pertanian ini dapat berupa kawasan dengan vegetasi asli 

(primer) atau kawasan yang ditanami vegetasi hutan (sekunder). Pertanian 

karbon jenis ini lebih sesuai pada hutan produksi. 

c) Pertanian campuran dengan pengelolaan secara cerdas (smart management on 

mixed cropping). Pertanian yang diusahakan adalah pertanian campuran yang 

ramah lingkungan (eco-friendly agriculture) dengan pengelolaan secara cerdas. 

Pengelolaan secara cerdas adalah teknik budidaya yang memperhatikan prinsip-

prinsip ekologis dan keseimbangan alam, meminimalisir penggunaan zat kimia 

untuk mereduksi penggunaan karbon dan pengaturan pola tanam (crop 

rotation). 

Pertanian karbon dapat diberikan hak atas tanah sebagaimana jenis usaha 

pertanian lain yang telah berjalan dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Jenis usaha pertanian karbon harus memiliki nilai ekonomi. Dalam hal ini, 

pertanian karbon memberikan nilai ekonomi berupa jasa lingkungan dalam 

bentuk kandungan karbon yang dapat diperdagangkan dalam satuan setara-

ton-CO2 (ton CO2 equivalent). 

b) Pengusahaan pertanian karbon harus dikelola baik oleh perorangan maupun 

perusahaan. Bentuk pengelolaan pertanian karbon dapat merujuk pada 

ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang. 

c) Pertanian karbon tetap diperlakukan sebagaimana halnya usaha pertanian 

lainnya dalam hal hak dan kewajiban pemegang hak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan untuk pertanian karbon adalah Hak 

Milik, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha. Penetapan Hak Milik adalah untuk pemilik 

perorangan dengan batasan luas tanah sesuai ketentuan luas maksimum. Tanah 

pertanian karbon dapat diberikan Hak Pakai untuk perorangan atau badan hukum 

tetapi dengan jangka waktu pemberian hak yang lebih terbatas dibandingkan Hak 

Guna Usaha. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan atas tanah pertanian karbon 

yang diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Tanah yang diberikan HGU 

untuk perorangan dibatasi luas tanah maksimal 25 hektare. Sedangkan untuk badan 

hukum luas tanah minimal 25 hektare dan maksimal sesuai dengan rekomendasi dari 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 

Persyaratan jenis hak untuk pelaku usaha pertanian karbon dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 1. Penyelenggaraan Pertanian Karbon Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah 

No. Kriteria Hak Milik Hak Pakai Hak Guna Usaha 

1 Kepemilikan Perorangan dan 
badan hukum yang 

ditunjuk 

Perorangan dan 
badan hukum 

Perorangan dan 
badan hukum 

2 Pembatasan 
luas tanah 

Luas maksimum 
sesuai wilayah 

Batas maksimum 
sesuai rekomendasi 

KKPR 

- Perorangan: 5-25 Ha 
- Badan hukum: > 25 
sesuai rekomendasi 

KKPR Ha hingga 
batas 

3 Batas waktu Tidak ada batas 
waktu 

- Diberikan paling 
lama 30 thn 

- Diperpanjang 
paling lama 20 thn 

- Diperbaharui 
paling lama 30 thn 

- Diberikan paling 
lama 35 thn 

- Diperpanjang paling 
lama 25 thn 

- Diperbaharui paling 
lama 35 thn 

4 Pertanian 
karbon yang 

sesuai 

Pertanian campuran Pertanian campuran - Agroforestri 
- Pertanian 

campuran 
5 Pola 

pengelolaan 
Pengusahaan oleh 

perorangan dan 
badan hukum yang 

ditunjuk 

Pengusahaan oleh 
perorangan dan 
badan hukum 

Pengusahaan oleh 
perorangan dan 
badan hukum 

(plasma dan inti) 
6 Keterkaitan 

dengan 
pertanian 

karbon 

Pertanian yang 
menerapkan 

prinsip-prinsip 
konservasi dalam 

skala rumah tangga 

Pertanian yang 
menerapkan 

prinsip-prinsip 
konservasi dalam 

skala ekonomi 

Pertanian yang 
menerapkan prinsip-

prinsip konservasi 
dengan jenis 

komoditi yang 
menyerap karbon 
(jasa lingkungan) 

                                  Sumber: Diolah dari berbagai peraturan, 2024 

Zheng & Zheng (2023) mengungkapkan bahwa tutupan lahan hutan terbaik       

dalam penyimpanan karbon adalah hutan dan berikutnya adalah tanah pertanian 

intensif (cropland). Meskipun demikian besarnya luas lahan pertanian dapat 

diandalkan sebagai penyimpanan karbon dioksida (CO2) dalam jangka waktu yang 

lama (sekuestrasi karbon). Pendapat senada juga dikemukakan Yolanda dkk. (2021) 
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yaitu biomassa pada lahan pertanian berkontribusi terhadap pengendalian karbon 

yang berada di udara melalui penyerapan karbon dan pelepasan (emisi) CO2 ke 

udara dalam konsentrasi serendah mungkin. Sedangkan Latae dkk. (2019) 

menandaskan bahwa kandungan karbon tertinggi adalah pada penggunaan tanah 

yang memiliki tajuk pohon lebat seperti hutan dan kebun masyarakat dengan jenis 

komoditi seperti kebun cengkeh dan kakao.  

Tumbuhan berkayu dengan tajuk besar memiliki kemampuan menyerap gas 

karbon yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman pangan dan secara ekologis 

lebih baik (Waring & Running, 2007). Berdasarkan karakteristik tumbuhan, maka 

komoditi yang sesuai untuk pertanian karbon adalah tanaman tahunan (perennial 

crops). Praktik usaha dalam pertanian karbon dapat mengacu pada tujuan European 

Green Deal untuk pertanian dan wilayah perdesaan (agriculture and rural areas) 

yang meliputi keberlanjutan pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi (European 

Comission, 2024).  

Proses bisnis yang menggambarkan tahapan pemanfaatan lahan untuk 

pertanian karbon adalah seperti Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Proses Bisnis Pertanian Karbon untuk Reforma Agraria.  
Sumber: Analisis Peneliti, 2024 

Pertanian karbon secara efektif menyerap karbon tanpa mengorbankan usaha 

pertanian apabila di dalam areal tersebut terdapat variasi penggunaan tanah berupa 

hutan dan pertanian seperti kebun buah-buahan (orchard), padang rumput 

(pasture) dan komoditi pertanian (Nelson & Matzek, 2016). Yang & Tan (2021) 

menambahkan pertanian karbon harus memiliki areal dengan vegetasi asli dan 

vegetasi yang dikelola. Kemudian, West dkk. (2010) menguraikan pentingnya 

mengelola tanah-tanah pertanian (croplands) dengan prinsip konservasi serta 

mempertahankan vegetasi asli (natural vegetation).  

Untuk mengelola pertanian karbon berdasarkan prinsip pertanian dan 

konservasi membutuhkan lahan yang cukup luas agar terwujudnya 

kebersinambungan usaha. Oleh karena itu hanya pihak tertentu yang memiliki lahan 
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luas dengan jenis hak guna usaha dapat mengusahakan pertanian karbon. Apabila 

penggunaan tanah untuk penyimpanan karbon dikaitkan dengan usaha masyarakat, 

maka pilihan yang memungkinkan adalah pertanian dalam pengertian luas 

diusahakan dengan prinsip-prinsip konservasi secara mandiri perorangan atau 

tersebut dimungkinkan dilaksanakan dalam kerangka reforma agraria. 

Konsep reforma agraria untuk pertanian karbon meliputi tanah-tanah pertanian 

yang diusahakan oleh masyarakat, baik yang sedang dalam proses legalisasi aset 

maupun yang sudah menerima sertipikat tanahnya. Masyarakat petani sebagai 

peserta program reforma agraria mendapat bimbingan mengenai teknik pertanian 

berkelanjutan yaitu mengusahakan tanah-tanah pertaniannya dengan prinsip-

prinsip konservasi dan pemeliharaan lingkungan hidup.  

Besaran keuntungan usaha pertanian karbon dalam skema perdagangan karbon 

tergantung dengan luas tutupan lahan, jenis vegetasi dan pengelolaan lahan untuk 

menghasilkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Bentuk penjualan NEK adalah dengan 

memperhitungkan besaran nilai karbon yang diserap dalam pertanian karbon 

dikurangi nilai dasar karbon yang ditetapkan oleh kementerian pertanian. 

Mekanisme penjualan NEK untuk pertanian karbon secara langsung belum diatur 

oleh pemerintah sehingga perolehan pendapatan dari penjualan NEK belum dapat 

diterapkan.   

Meskipun pertanian karbon tidak dapat dijadikan sebagai komoditi utama 

(primary commodity) tetapi petani dapat memperoleh manfaat lain berupa jasa 

lingkungan (ecosystem services). Peran petani dalam memelihara lingkungan melalui 

teknik pertanian konservasi dapat dijadikan usulan kepada pemerintah untuk 

memperoleh dana pembangunan desa. Terkait dengan pelaksanaan reforma 

agraria, petani yang menerapkan pertanian karbon dapat difasilitasi oleh 

pemerintah untuk memperoleh manfaat dalam usaha pertanian seperti insentif, 

pembangunan irigasi, akses permodalan dan sebagainya. 

 

C.2. Bentuk Diversifikasi Usaha melalui Pertanian Karbon dalam Kerangka Reforma 

Agraria 

Manfaat pertanian karbon bagi petani secara langsung adalah dalam bentuk 

jasa lingkungan dimana pemerintah memberikan imbalan dalam bentuk bantuan 

pembangunan di wilayah desa. Di sisi lain, pertanian karbon merupakan wujud dari 

pertanian ramah lingkungan yang harus dijalankan oleh para petani agar pertanian 

dapat berkelanjutan. Secara prinsip, pertanian karbon dapat memberikan 

keuntungan apabila usaha pertanian dijalankan secara agregat dimana nilai ekonomi 

karbon dihitung dalam satu hamparan tertentu. Pertanian karbon juga dapat 

dijalankan secara paralel dengan usaha konvensional lainnya yang mendukung. 
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Gambar 2. Diversifikasi Usaha Pertanian Karbon. Sumber: Analisis Peneliti, 2024 

Diagram pada Gambar 2 di atas menunjukkan pertanian karbon dalam kerangka 

reforma agraria dapat dilakukan melalui kerja sama para petani individu dengan 

badan koperasi sebagai usaha bersama para petani. Koperasi berperan sebagai agen 

penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian agar sesuai 

dengan kaidah-kaidah pertanian karbon. Selain itu koperasi juga melaksanakan 

tugas sebagaimana koperasi pertanian lainnya seperti menyediakan sarana produksi 

dan penampungan penjualan hasil.  

Bentuk penyelenggaraan pertanian karbon adalah melalui kerja sama petani 

dengan perusahaan swasta melalui pola inti plasma. Perusahaan swasta membina 

petani-petani yang berada di sekitar areal usaha agar menjalankan prinsip-prinsip 

pertanian berwawasan lingkungan. Apabila pertanian dijalankan secara kolektif 

berpotensi menghasilkan Nilai Ekonomi Karbon. 

Dalam satu hamparan usaha tani dengan areal yang cukup luas terdapat pola 

pengaturan usaha tani yang berisi pertanian campuran (mixed-cropping dan inter 

cropping). Isi dari pertanian campuran adalah vegetasi pelindung (conservation 

vegetation), tanaman sela, tanaman tahunan (perennial crops) dan tanaman 

komersial (cash crops). Selanjutnya usaha diversifikasi yang dapat ditambahkan 

adalah peternakan, perikanan dan usaha mikro seperti hasil olahan pertanian dan 

produk samping lainnya. Keseluruhan ekosistem usaha dapat menghasilkan 

berbagai usaha dan jasa komersial seperti penjualan produk secara langsung (direct 

selling), pariwisata berwawasan lingkungan (eco-friendly tourism) dan bentuk usaha 

lainnya. Untuk memberdayakan masyarakat yang terlibat dalam usaha pertanian 

tersebut di atas diperlukan peran dari badan usaha dan pemerintah sebagai 

pembina usaha yang selanjutnya dapat membawa kelompok masyarakat dalam 

mekanisme perdagangan saham karbon. 

 

D. Kesimpulan 

Pertanian karbon menawarkan peluang ekonomi melalui penjualan Nilai 

Ekonomi Karbon, namun tantangan bagi petani kecil sering kali terasa berat karena 

memerlukan lahan yang luas dan pengelolaan usaha tani yang kompleks. Meski 

begitu, manfaat nyata dari pertanian karbon untuk masyarakat tidak hanya soal 
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keuntungan finansial, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber 

daya alam. Dengan demikian, pertanian karbon berkontribusi langsung terhadap 

keberlanjutan usaha pertanian. 

Kegiatan pertanian yang ramah lingkungan ini dapat dianggap sebagai bentuk 

jasa lingkungan yang layak mendapat kompensasi dari pemerintah, sekaligus 

mendukung pembangunan desa. Untuk memaksimalkan manfaat bagi petani, 

penyelenggaraan pertanian karbon bisa dilakukan secara kolektif melalui koperasi. 

Hal ini membuka akses petani ke mekanisme perdagangan karbon yang lebih luas. 

Lebih jauh, reforma agraria melalui program reformasi aset dan akses dapat 

diintegrasikan dengan skema pertanian karbon, berkolaborasi dengan berbagai 

pihak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa bisnis 

pertanian karbon memerlukan waktu cukup lama untuk memberikan hasil, 

diversifikasi usaha menjadi penting. Ini memungkinkan petani memperoleh manfaat 

ekonomi jangka pendek sekaligus menjaga kelangsungan usaha dalam jangka 

panjang. 
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